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Mengingat

SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUFPATI PRINGSEWU

NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG

PENGELOLAAN ASET PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGBEWU,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupat tentang
Pengelolaan Aset Pekon;

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 795,
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomort 3B851];

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indvnesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia ‘Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembenfukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tghun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 49332);

Undang-tindang Nomor 12 Tahun 2011 teniang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2011
Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234];



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ientang Desa
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undeng Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lemrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana ielah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 5601};

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005
tentang Pengclolaan Keuangan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578|;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia
Nomor S5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah MNomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomeor 2093);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Xewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015
Nomaor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengembilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);



Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

1G.

20).

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indek Desa Membangun {Benta Negara
Republik Indunesia Tahun 2016 Nomor 300);

Pergturan Menteri Desa, Pembangunan LDaerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016
tcntang Pembangunan Kawasan Perdesaan {Rerita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037),

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
(Berita Negara Republikx Indonesia Tahun 2016
Nomor 478);

Peraturah Daerah Kabupaten Pringsewu Normor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tehun 2016 Nomor
16);

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokak, Fungsi dann Tata Kerja Dinas-Dinas
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET
PEKON,

BAB |
KETENTUAN UMUM

FPasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

l.

Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
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10,

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati
beserta perangkat  daerah sehagai  unsur
penvelenggara pemerintahan daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penvelengpgaraan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Bupati adalah Bupati Pringsewu.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pringseal.
Camat adalah Camat di Kabupaten Pringsewu.

Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Pekonn adalah  penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan masyaralkat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu

perangkat Pekon secbagai unsur penyelenggara
pemerintahan Pekon.

Badan Hippun Pemekonan adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan vang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

Aset Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal
dari kekayaan asli milik Pekon, dibeli atau diperaleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon
[APB Pekon) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

Pengelolaan Aset Pekon merupaken rangkaian
kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan,
penggunaar, pemaniaatan, pengamanarn,
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pelaporan, penilajan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian aset Pekon.

Perencanaan adalah tahapan kegiatan seccara
sistematis untuk merumuskan berbagai rincian
kebutuhan barang milik Pekon.

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan
pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka
penyelenggaraan pemmerintahan Pekon.
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16.

17.

18.

19.

20.
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22,

23.

24.

25.

Penggunaan adalah kegiatan vang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam menggunakan aset Pekon
yvang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Pekon
secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka
penvelenggaraan tugas pemerintahan Pekon dan
tidak mengubah atatus kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan aset Pekon oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan
uang tunai.

Piniam pakai adalah pemanfaatan aset Pekon antara
Pemerintah Pekon dengan Pemerintah Pekon lain
serta Lembaga Kemasyarakatan Pekon di Pekon
setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan.

Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset
Pekon oieh pihak lain dalam jangka waltu tertentu
dalam rangka meningkatkan pendapatan Pekon.

Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang
Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan
cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikul
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak
lain tersehut dalam jangka waktu tertentu vang telah
disepakati, untuk selanjutnya discrahkan kembali
tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya setelah berakhirmya jangka waktu.

.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang

Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan
cara mendirikan Bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserabkan untuk didayagunakan oleh pihak lain
tergebut dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati.

Penigamanan adalah proses, cara perbuatan
mengamankan aset Pekon dalam bentuk fisik,
hukum, dan administratif.

Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar
sernua aset Pekon selalu dalam keadaan baik dalamm
rangka penyelenggaraan pemerintahan Pekon,

Penghapusan  adalah kematan menghapus/
meniadakan aset Pekon dari buku data imventaris
Pekon dengan keputusan kepala Pekon untuk
membebaskan  Pengelolaan Barang, Pengguna
Barang, dan/alau kuasa pengguna barang dari
tangpung jawab administrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam penguasaannya.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan
aset Pekon.
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27.
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30.

31.

32.

33.

34.

33.

36.

37.

Tukar  menukar adalah pemindahtanganan
kepemilikan aset Pekon wvang dilakukan antara
pemerintah  Pekon dengan pihak lain dengan
penggantiannya dalam bentuk barang.

Penjnalan adalah pemindahtanganan aset Pekon
kepada pihak lain dengan menerima penggantiat
dalam bentuk uang.

Penyertaan Modal Pemerintah Pekon adalah
pemindahtanganan aset Pekon vang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekavaan vang dipisahkan untmk diperhitungkan
sebagai modal Pelkon dalam BUMPekon,

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di
laltukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan

pelaporan aset Pekon sesuai dengan ketentuan vang
barlaku.

Pelaporan adalzh penygjian  keterangan berupa
informasi ferkait dengan keadaan ohjelktif aset
Pekon.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran
vang didasarkan pada data/fakta yvang obyektif dan
relevan dengan menggunakan  metode/teknis
tertentu untuk memperoleh nilai aset Peken,

Tanah Kas Pekon (Bengkok) adalah tanah vang
dikuasai dan/fatau dimiliki oleh Pemerintah Pekon
sebagai salah satu sumber pendapatan asli Pekon
dan fatau untuk kepentingan sosial,

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil
pendataan asel Pekon.

Kodefikasi adalah pemberian kede barang pada aset

Pekon dalam rangka pengamanan dan kepastian
status kepemilikan.

Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-
undangan wyang ditetapkan oleh Kepala Pekon
setelah dibahas dan disepakati hersama Badan
Hippun Pemekonan.

Feraturan Kepala Pekon adalah  Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala
Pekonn yang bersifat mengatur dalam rangka
melaksanakan Peraturan Pekon dan peraturan
perundang-undangan vang lebih tinggi.

Keputusan Kepzala Pekon adalah Keputusan wyang
ditetaplkan oleh Kepala Pekon vang bergifat
menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan
Pekon maupun Peraturan Kepala Pekon.



Pasal 2

{1} Jenis aset Pekon terdiri atas:

a. kekayaan asli Pekon,

b. kekayaati milik Pekon yang dibeli atau diperoleh
atas beban APB Pekon;

¢. kekayaan Pekon yang diperofeh dari hibah dan
sumbangan atau yang sejenis;

d. kekayaan Pckon yang diperoleh sebagai
pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau
diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan
undang-undang;

e. hasil kerja sama Pekon; dan

f. kekayaan Pekon yang berasal dari peroichan lain
vang sah.

(2] Kekayaan asli Pekon sebagaimana dimaksud pada
ajrat i1) huruf a, terdiri atas:

tanah kas Pekon,;

pasar Pekon,

pasar hewan,

tambatan perahu;

bangunan Pekon;

pelelangan ikan yang dikelola oleh Pekon;

pelelangan hasil pertanian;

butan milik Pekon;

mata air milik Pekon;

pemandian umum; dan

lain-lain kekayaan asli Pekon.
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(3} Kekayaan Milik Pekon yang dibeli atau diperoleh
atas heban APBPekon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. tanah;

b. mesin peralatan dan perlengkapan;
g. gedung dan bangunan;

d. jalan, irigasi dan jaringan instalasi;
e, aset tetap langsung; dan

f. konstruksi dalam pekerjaan.

DAE I
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Asas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 3

Pengelolaan aset pekon dilaksanakan berdasarkan asas
fungsional, kepastian hukum, (ransparansi dan
keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian
nilai.



(1)

(2)

(3)

(4

(5}

(%)

(1

Pasal 4

Kepala Pekon secbagai pemegang kekuasaan
pengelolaan aset pekaon berwenang dan
bertanggungjawab atas pengelolaan aset pekon yang
selanjutnya disebut pengelola aset pekon.

Kepala Pekon sebagai pemegang kekuasaan

pengelolaan aset pekon sebagaimana dimaksud pada

ayat (1], mempunyai wewenang dan tanggnng jawab:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset pekon:

b. menetapkan pembantu pengelcla dan Pengurus
asct pekon;

c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
permindahtanganan aset pekon,

d. menetapkan kebijjaken pengamanan aset pekon;

e. mengajukan usinl pengadaar,
pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset
pekon yang  bersifat  strategis = melalui
musyawarah pekon,

. menyetujui usul pemindahtanganan dan
penghapusan aset pekon sesuai batas
kewenangan, dan

g. menyetujui usul pemanfaatan aset pekon selain
tanah danfatau bangunarn.

Aset pekon yang bersifat strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf e, berupa tanah kas
pekon, tanah ulayat, pasar pekon, tambatan pekon,
bangunan pekon, pelelangan ikan. pelelangan hasil
pertanian, hutan milik pekon, mata air milik pekon,
pemandian umum, dan aset lainnya milik pekan.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Pekon menunjuk
bendahara barang sebagai pengelola aset pekon.

Bendahara barang sebagaimana dimaksud pada
avat (4] bertugas mengurus segala sesuatu yang
berkaitan dengan barang-barang milik Pekon.

Bendahara barang scbagaimana dimaksud pada
ayat (4), berasal dari Kepala Urusan dan
bertanggungjawal kepada Kepala Pekon.

Pasal 5

Sekretaris Pekon selaku pembantu pengelola aset

pekon berwenang dan bertanggungjawab:

a. teneliti rencana kebutuhan aset pekon,

b, meneliti rencana kebutuhan pemeliharan asct
pekot,;

C. mengatur penggunaatl, pemaniaatatl,
penghapusan dan pemindahtanganan aset pekon
vang telah di setujui cleh Kepala Pekon,



d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
inventarisasi aset pekon; dan

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan aset pekomn.

(2) Bendahara RBarang sebagaimana dimaksud pada

{11

(2}

(3)

(4)

Pasal 4 ayal (6}, bertugas dan bertanggungiawalb:

a. mengajukan rencana kebutuhan aset pekon;

b. mengajukan permochonan penetapan
penggunean aset pekon yang diperoleh dari
beban APBPekon dan perolehan lainnya vang sah
kepada Kepala Pekon;

c. melakukan inventarisasi aset pekon;

d. mengamankan dan memelihara aset pekon yang
dikelolanya; dan

e. menyusun dan menyampaikan laporan aset
pekon.

Pasal 6

Aset pekon yang berupa tanah disertifikatkan atas
nama Pemerintah Pekon.

Aset pekon berupa bangunan harus dilengkapi
dengan bukti status kepemilikan dan
ditatausahakan secara tertib.

Aset pekon dapat diasuransikan sesuai kemampuan
keuangan pekon dan dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Aset pekon dilarang untuk diserashkan kepada pihak
lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada
Pemerintah Pekon.

Aset pekon dilarang digadaikan atau djadikan
jaminan uniuk tujuan apapurn.

Pasal 7

Pengelolaan aset pekon meliputi:

pPECFTTEREe R TR

perencanaan;
pengadaan;
penggunaan;
pemanfaatan;
pengarmanan;
pemeliharaan;
penghapusan;
pemindahtanganan;
penatausahaan;
pelaporan;
penilaian;
pembinaan;

. pengawasan; dan

pengendatian.



(1)

(2]

(1}

(2)

(3)

(1)

(2}

Baglan Kedua
Perencanaan

Pasal 8

Ferencanaan aset pekon sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruaf a, dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah pekon
(RPJMPekon) untuk kebutuhan & (enamj tahumn.

Perencanaan Kkebutuhan aset pekon untuk
kebutuhan 1 (satu] tahun dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintahan Pekon {RKPPekon) dan
ditetapkan dalam APBPekon setelah memperhatikan
ketersediaan aset pekon yvang ada dan kebutuhan
Pemerintahen Pekon.

Bagian Ketiga
Pengedaan

Paaal 9

Pengadaan aset pekon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b, ditaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan
terbuka, bersaing, adilftidak digkriminatif dan
akuntabel.

Pengadaan barang/jasa di Pekon diutamakan
dilaksanakan secara swakelola olch anggota
masyarakat, kecuali untuk pengadaan yang bersifat
khusus dan membutuhkan  keahlian  atau
keterampilan tertentu.

Penpgadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud
Pasal 9 ayat {2) berpedoman pada ketentuan yang
berlaku.

Bagian Keempat
Penggunaan

Pasal 10

Penggunasn aset pekon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf ¢, ditetapkan dalam rangka
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Pekarn.

Status penggunaan aset pekon ditetapkan setiap
tahun dengan Keputusan Kepala Pekon.

Penetapan status penggunaan aset pekon dilakukan
setelah selesainya proses pengadaan barang/jasa
untuk kemudian dicatat dalam Buku hventaris Aset
Pekor.



(1)

(2]

(3}

(1]

(2)

(2)

(1)

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 11

Pemanfaatan aset pekon sebagaimane dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d, hanyva dapat dilaksanakan
sepanjang aset tersebut tidak dipergunakan
langsung wuntuk menunjang penyelenggaraan
Pemmerintahan Pelkon.

Bentuk pemanfaatan aset pekon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1], berupa:

a. sewa;

b. pinjam pakai;

¢. kerjasama pemanfaatan; dan

d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pemanfaatan aset pekon scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Pekon.

Pasal 12

Pemanfaatan aset pekon berupa sewa sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat {2) huruf a, tidak
merubah status kepemilikan aset pekorn.

Jangka waktu sewa scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 3 {tiga) tahun dan dapat
diperpanjang.

Sewa aset pekon dilaksanakan berdasarkan

petjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. ohjek perjaniian sewa;

¢, jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa
dan jangka waltu;

d. tanggung jawab penyews atas biaya operasional
dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;

e. hak dan kewajiban para pihak;

f. kewajiban penyewa mengembalikan aset dalam
keadaan baik;

g keadaan di luar kemampuan para pihak (force
majeure); dan

h. persyaratan lain yang dianggap periu.

Pasal 13

Pemanfaatan aset pekon berupa pinjam pakal
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat (2
huruf b, hanya dapat diaksanakan antara
Pemerintah Pekon dengan Pemerintah Pekon lainnya
serta, Lembaga Kemasyarakatan Pekomn.



(2)

(3)

(5)

(1)

(2)

(3]

Pinjamn pakai aset pekon sebagaimana ayat (1),
dikecualikan untulk tanah, bangunan dan aset
bergerak berupa kendaraan bermaotor.

Jangka walctu pinjam pakai aset pekon paling lama
7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

Pihak kedua atau peminjam pakai aset pekon
dilarang menyerahkan, melimpahkan, menggadailkan
dan. menjaminkan aset pekon kepada pihak
marapun.

Pinjam pakai aset pekon dilaksanakan berdasarkan
perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;

c. jangka waktu pinjam pakai;

d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional
dan pemeliharaan selama jangka waktu
[rmirjarnan;

g. hak dan kewajiban para pihak;

f.  keadaan di luar kemampuan para pihak (force

majeure]; dan
g. pergyaratan lain yang di anggaj perlu.

Pasal 14

Kerjasama pemanfaatan schagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat {2} huruf ¢, berupa tanah

dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan

dalam rangka:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset
pekon; dan

b. meningkatkan pendapatan pekoi.

Kerja Sama Pemanfaatan aset pekon berupa tanah
dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilaksanakan dengan
ketentuan:

a. iidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana
dalam APBPekon untuk memenuhi biaya
operasivnal, pemeliharaan, dan/atau perbaikan
vang diperlukan terhadap tanah dan bangunan
tersebut;

b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilarang menjarninkan atau menggadaikan aset
pekon  yang menjadi  objek  kerjasama
pemaniaatan.

Pihak Jain sebagaimana dimaksud pada ayat (i}

memiliki kewajiban, antara lain:

a. membavar kontribusi tetap sctiap tahun selama
jangka waktu pengoperasian yang telah
ditetupkan dan pembagian keuntungan hasil
Kerja S8amsa Pemanfaatan meialui rekening Kas
Pekon;



(4)

(1)

(2)

(3]

(4]

(5]

b. membavar semua |biaya persiapan dan
pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan

c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling
lama 15 (lima belas} tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpaniang.

Pelaksanaan kerjasama pemenfaatan atas tanah
dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat
pcrjanjian yang mernuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek kerjasama pemanfaalan;

c. jangka waktu;

. hak dan kewajiban para pihak;

e. penvelesaian persehisihan;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force
majeurej; dan

peninfauan pelaksanaan perjanjian.

7=

Pasal 15

Bangun guna serah atau bangun serah guna

sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2)

huruf d, berupa tanah dengan pihak lain

dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Pemerintah Pekon memerlukan bangunan dan
fasiliias bagi penyelenggaraan pemerintahan
pelon;

b. tidak tersedia dana dalam APBPekon untuk
penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut,

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada avat (1)

selama jangka waktu pengoperasian memiliki

kewajthan, antara lain:

a. membavar kontribusi ke rekening kas Pekon
setiap tahun; dan

b. memelhara ohjek banpun guna serah atau
bangun serah guna.

Kontribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (2
huruf a, besarannya ditetapksn berdasarkan hasil
perhitungan tim penilai yvang dibentuk oleh
Pemerintah Kabupaten.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang menfaminkan, menggadaikan,  atau
memindahtangankan tanabh yang menjadi objek
bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pihak lain sebagaimana dimsaksud pada ayat (1}
wajib menanggung biaya yang berkemaan dengan
persiapan dan pelaksanaan penynsunan surat
perjanjian, dan konsultan pelaksana.



Fasal 16

(1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun
serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun)
dan dapat diperpanjang.

{2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau
bangun serah guna scbagaimana dimaksud pada
ayat (1] setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi
oleh Tim yang dibentuk Kepala Pekon dan difasilitasi
oleh Pemerintah Kabupaten.

(3] Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau
bangun serah pguna diperpanjang, pemanfaatan
dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan
sebagaimsana diatur dalam Pasal 14,

(4) Bangun guna serah atau bangun serah guna
dilaksanakan berdasarksn surat perjanjian yang
sekurang-kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek bangun guna serah;
c. Jjangka waktu bangun para pihak ya_ng terikat
dalam perjantian;
d. penyelesaiaan perselisihan;
e. keadaan diluar kemampuan para pihak {force
majeure);

persvaratan lain yvang di anggap perly; dan

bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian

hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau
bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama

Pemerintah Pekon.

o

Pasal 17

Pemanfaantan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun
puna serah atau bangun serah guna sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan
setelah mendapeat ijin tertulis dari Bupat.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan
Pasal 15 merupakan pendapatan pekon dan wajib
masuk ke rekening Kas Pekon.

Bagian Keenam
Pengamanan
Pasal 19

(1) Pengamanan aset pekeon sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala
Pekon dan Perangkat Pekon.



(2)

(3}

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pengamanan aset pekon sebagaimana dirnaksud

pada ayal (1), meliputi:

a. administrasi antara lain pembukuan,
inventarisansi, pelaporan dan penyimpanan
dokumen kepemilikan;

b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan
fungsi barang, penurunan jurniah barang dan
hilangnya barang;

c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan
dilakukan dengan cara pemagaran, pemasangan
tanda batas dan papan pengumuman nama
tanah wmilik pekon;

d. selain tansh dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢, dilakukan dengan cara
penvimpanan dan pemeliharaan; dan

e. pengamanarn hukum antara lain dengan
menyimpan dan melengkapi bukti status
kepermmnilikan.

Biaya Pengamanan aset pekon sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APB
pekor:.

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan

Pasal 20

Pemeliharaan aset pekon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf f, wajily dilakukan oleh Kepala
Pekon dan Perangkat Pckon.

Pemeliharaan aset pekon dilakukan untuk
mempertahankan, meningkatkan, meng-upgrade
fungsi dan manfaat azet pelkon,

Biaya pemeliharaan aset pekon dibebankan pada
APB pekor.

Bagian Kedelapan
Penghapusan

Pasal 21

Penghapusan aset pekon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf g, merupakan kegiatan
menghapus,/meniadakan aset pekon dari buku data
inventaris pekon.

Penghapusan aset pekon sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dilakukan dalam hal aset pekon
karena terjadinya, antara lain:

a. beralibh kepemilikan;



h. pemusnahan; atau
c. scbab lain,

(3) Penghapusan asct pekon yang beralih kepemilikan
sebagaimana dimaksud pada. ayat {2] huruf a, antara
lain:

a. pemindahtanganan atas aset pekon kepada
pihak lain;

b, putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap; dan

c. pekon yang kehilangan hak sebagai akibat dari
putuzan pengadilan sebagsimana pada huruf b,
wajib menghapus dari daftar inventaris aset
milik pekon.

{4] Pemusnahan aset pekon sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf b, dengan ketentuan:

a. berupa aset yang sudah tidak dapat
dimanfaatkan danfatau tdak memiliki nilai
ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;

b. pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar,
dikubur, dihancurkan, ditenggelamkan,
dilarutkan atau dengan cara lain; dan

c. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai
dasar penetapan keputusan Kepala Pekon
tentang Pemusnahan.

(3] Penghapusan aset pekon karena tegadinya sebab
lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c,
antara lain:

a. hilang;
b. kecurian; dan
. terhakar.

(6) Dalam hal terjadi kehilangan, kecurian dan terbakar
maks Pemerintah Pekon atau pemakai aset pekon
harus melaporkan terlebikz dahule kepada aparat
berwajib/penegak hukum untuk memperoleh
keputusan hukum sebelum dilakukan proses
penghapusan.

Pasal 22

Penghapusan aset Pekon yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3], terlebih
dahulu dibuatian Berita Acara dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Pekon setelah mendapat persetujuan
Bupati.

Pasal 23

{1) Penghapusan azet pekon selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 tidak perlu mendapat
persetuiuan Bupati.



(2)

(1)

(2)

(3]

(1)

(2)

(3)

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terlebih dahuiu dibuat Berita Acara dan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Pekon.

Pasal 24

Aset milik pekon yang pekon-nya dihapus sebagai
dampak pembangunan seperti waduk, uang
penggantinye,  diserghkan  kepada  Pemerintah
Kabupaten sebagai pendapatan dzerah.

Aset milik pekon-pekon vang digabung sebaga
dampak pembangunan Ssepcrtt waduk, uang
penggantinya menjadi milik pekon.

Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada
avat (2] merupakan pendapatan pekon yang
penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan
sarana prasarana peken.

Asct milik pekon yang pekon-nya dihapus dan/atan
digabung dalam rangka penataan pekon, aset pekon
vang pekon-nya dihapus menjadi milik pekon yang
digabung.

Kesembilan
Pemindahtanganan

Pasal 25

Bentuk pemindahtanganan asct pekon sebagaimarna
dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:

a. tukar menukar;

b. penjualan; dan

¢, penyertaan modal Pemerintah Pekon.

Pemindahtanganan aset  pekon sebagaimana,
dimaksud pada ayat (1} berupa tanah dan/atau
bangunan milik pckon hanya dilakukan dengan
tukar menukar dan penyertaan modal.

Pemindahtanganan adalah proses yang dilakukan
sebelum proses penghapusan aset dar Buku
Inventaris Pekon.

Pasal 26

Aset pekon dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila:

a.

aset pekon tidak memililn nilai manfaat dan/atau
nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan pekon;



(1}

(2)

(1)

(2)

(3)

aset pekon berupa tanaman tumbuhan dan ternak
vang dikelola oleh Pemerintahan Pekon, sepert
pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing dan
lainnya;

penjuaian aset sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b dapat dilakukan melalui penjualan
langsung dan/atau lelang;

penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ antara lain meja, kursi, komputer, mesin &k
serta tanaman tumbuhan dan ternak;

penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢ antara lain kendaraan bermotor,
peralatan mesin;

penjualan sebagaimana dimaksud pada hurnif d dan
huruf e dilengkapi dengan bukti penjualan dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon tentang
Penjualan; dan

uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada
huruf d dan huruf e dimasukkan dalam rekening
kas pekon sebagai pendapatan asli pekon;

Pasal 27

Fenyertaan modal Pemerintzh Pekon atas aset pekon
sebagaimana dimaksud delam Pasal 25 ayat (1)
haruf ¢, dilakukan dalam rangka pendirian,
pengembangan dan peningkatan kinerja Badan
Usaha Milik Pekon (BUMPekaon).

Penvertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1)
berupa Tanah Kas Pekon.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 28

Aset pekon yang sudah ditetapkan penggunaannya
sehagaimana diatur pada Pasal 10 Thars
diinventarisir dalam buku inventaris aset pekon dan
diberi kodefikasi.

Kodefikasi sebagaitnana dimaksud ayat (1) diatur
dalarmm pedoman umum mengenai kedefikasi aset
pekon.

Buku Inventaris Aset pekon adalah buku yang
mencatat daftar aset pekon berdazarkan tanggal
perotehan/pembelian barang.



(4] Buku Induk Inventaris Aset pekon adalah gabungan
dari buku inventaris aset pekon dan dibuat
pertahum.

Bagian Kesebelas
Penilaian

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten hersama Pemerintah Pekon
melalkukan inventarisasi dan penilaian aset pekon
sesuai ketentuan perzturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penilaian aget pekon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan
pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan
dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 3]

Format Keputusan Kepala Pekon tentang Penggunaan
Aset Pekon, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala
Pekon tentang Penghapusan Aset Pelkon serta Format
Buku Inventaris Aset Pekon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2}, Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan
Pasal 28 ayat (1} tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAR 111
TUKAR MENUKAR

Pasal 32

Pemindahtanganan aset pekon berupa tanah melalui

tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (1) huruf a terditi dari:

a. untuk kepentingan umum,

b. bukan untuk kepentingan umum, dan

¢. tanah kas pekon selain untuk kepentingan umum
dar bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 33

(1} Tukar menukar aset pekon berupa tanah untuk
pembangunan untuk kepentngan LM U
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a,
dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



{?) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a.

tukar menukar dilakukan seielah terjadi
kesepakatan besaran gant rug sesuai harga
yang menguntungkan desa dengan
menggunakan nilai wajar hasil perhitungan
tenaga penilai;

apabila tanah pengganti belum tersedia maka
terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat
diberikan berupa uang;

penggantian berupa uang schagaimana
dimaksud pada huruf b, harus digunakan
untuk membeli tanah penpganti yang senilai;
tanah pengganti sebagaimana dimmaksud pada
huraf ¢, diutamakan Dberlokasi di pekon
setempat; dan

apahila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di
pekon setempat sebagaimana dimaksud pada
huruf 4, tanah pengganti dapat berlokasi dalam
satul Kecamatan dan/ataun pekon dikecamatan
lain yang berbatasan langsung.

Pasal 34

(1) Tukar menukar tanah milik pekon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan
tahapan:

da.

Kepala Pekon menyvampaikan surat kepada
Bupati terkait hasil Musyawarah pekon tentang
tukar menukar tanah milik pekon dengan caion
lokasi tanah pengganti berada pada pekon
setempat;

Kepala Pekon menyampaikan permohonan ijin
kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati
meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur,

(2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di
Pekon setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 huruf e dilakukan dengan tahapan:

a.

Bupati melakukan tinjauan lapangan dan
verifikasi data untuk mendapatkan kebenharan
materiil dan formil yang dituangkan dalam berita
acara;

hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data
sebagaimana  dimaksud pada hurul b,
disampaikan kepada Gubernur sebagai hahan
pertitnbangan pemberian persetujuan;



(1)

(2)

(3]

{4

(1)

(2)

c. sebelum pemberian persetujuan sebagaimana
dimaksud humf ¢, Gubermur dapat melakukan
kunjungan lapangan dan verifikasi data; dan

d. setelah QCubernur memberikan persetujuan,
selanjutnya Kepala Pekon menetapkan Peraturan

Pekon tentang Tukar Menuker Tanah Milik
Pekon.

Pasal 35

Tinjauan lapangan sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (2] dilakukan umtuk melihat dan
menpetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah
milik pekon dan lokasi calon pengganti tanah milik
pekon.

Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat [2] dilukukan untuk memperoleh bukti
formmil melalui  pertemuan di pekon vang dihadin
oleh unsur dari Pemerintah Pekon, BHP, pihak yang
melalkizkan tukar menukar, pihak pemilik tanah
yvang digunakan untuk tanah pengganti, aparat
Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi,
serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

Hasil tnjauan lapangan dan verifikasi data
acbagaimana dimaksud pada ayvat (1) dan avat (2]
dimuat dalam Berita Acara yang ditandaiangani oleh
para pihak den/fatau instans: terkait lainnya.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memuat antara lain:

a. hasil musyawarah pekon;

b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah pelon
herdasarkan penggunaannya; dan

¢. bukti kepemilikan tanah pekon yang ditukar dan
penggantinya.

Pasal 36

Ganti rugl berupa uang sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 33 ayat (2] huruf b, apabila dibelikan
tanah pengganti dan terdapat selisth sisa uang vang
relatif sedikit atau uwang ganti rugi relatif kecil dapat
digunakan selain untuk tanah.

Besaran dan penggunaan selisih sisa uang
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
Bupati.



(3) Selisih vuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimasuklkan dalam Kas Pekon dan penggunaannva
ditetapkan dalam APBPekon.

Pasgal A7

Gubernur melaporkan hasil tukar menukar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 lkepada Menteri.

Bagian Kedua
Bukan Kepentingan Umum

Pzssl 358

(1) Tukar menukar tanah milik pekon bukan untuk
pembangunan kepentingan umm sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, hanya dapat
dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang
lebih  penting dan  strategis dengan tetap
memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata
ruang wilayah (RTRW).

(2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan
strategis sebagaimana dimaksud pada avat (1)
seperti  pengembangan kawasan industri dan
perumahan.

(3] Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. tukar mennckar dilakulkan setelah  terjadi
kesepakatan besaran ganti rugl sesuai harga

yang menguntungkan Pekon dengan
mengminakan nilai wajar hasil perhitungan
tenaga penilai;

. tanah penggatti divtamakan berlokasi di pekon
setempat; dan

c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di
pekon setempat sebagaimana dimaksud pada
huruf b, tanah pengganti dapat heriokasi dalam
satu kecamatan danjfatau Pekon dikecamatan
lain yang berbatasan langsung.

Pasal 39

(1] Tukar menukar tanabh milik pekon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dengan ketentuan
sebagai herikut:

a. ditetapkan denpan Peraturan Pekon tentang
Tukar Menukar Tanah Milik Pekon;



(2]

{1)

(2}

(3)

b. Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada
huruf a ditetapkan setelah mecndapat ijin dari
Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;

c. sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana
dimaksud pada huruf b, terlebih dahuluy
membentuk Tim Kajian Kabupaten;

d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada huruf e, keanggotaannya terdiri dari
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait vang
disesuaikan dengan keburuhan serta ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

¢, Tirn Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada huruf d, dengan mengikutsertakan tenaga
pentlai,

f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada huruf e, melakukan pengkajian berupa
peningkatan ekonomi pekon, menguntungkan
pelcon, dan tidak merugikan aset pekon;

g. hasil kajian sebagaimana dirnaksud pada huruf f
sebagal bahan pertimhbarigan; dan

h, hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g
disampaikan kepada Gubernur untuk
permohonan ijin.

Gubernur sebelum menerbitkan iin terhadap tukar
menukar tanah milik pekon, sebagaimana ayat (1)
huruf h, teriebih dahulu melakukan kajian melalui
tinjauan lapangan dan verifikasi data.

Pasal 40

Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 avat (2} dilakukan untuk melihat dan
mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah
milik pekon dan lokasi calon pengganti tanah milik
pekon,

Vertfikasi data sebugaimana dimaksud dalam Pasal
39 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti
formil melalui  pertemuan di pekon yang dihadiri
oleh unsur dari Pemerintah Pekon, BHP, pihak yang
melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah
yang digunakan untuk tanah pengganli, aparat
Kecamatan, Pemerintzh Kabupaten dan Provinsi,
serta pihak dan/atau instansi terkait lainnva.

Hasil kunjungan tinjauan lapangan dan verifikasi
data sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan
ayat (2) dimuat dalam Berita Acara vang
ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi
terlait lainnya.



(4)

(S)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat {2)

menuat antara lain:

a. hasil musyawarah pekon;

b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah pekon
berdasarkan penggunasnnya; dan

¢. buki kepemilikan tanah pekon yang ditukar dan
penggantinya.

Berita Acara scbagaimana dimaksud pada ayat (4]
sebagai dasar dan pertimbangun Gubernur untuk
menerbitkan jjin dan selanjutnya disampaikan
kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 41

Mcnteri melalui Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa meiakukan tinjauan lapangan
dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran
materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita
Acara sebelum memberikan persetujuan.

Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data
gebagaimana dimaksud pada ayat (1} sebagai bahan
pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri,

Bagian Ketiga
Tanah Kas Pekon Selain Untuk Kepentingan Umum
dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

FPasal 42

Tangh milik pekon berada di luar pekon atau tanah
milik pekon tidak satu hamparan yang terhimpit
oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah
milik pekon yang didalamnya terdapat tanah pihak
lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi pekon
setempadt.

Tukar menukar tanah milik pekon sebagaimansa
dimaksud pada ayat {1] dalam rangka meningkatkan
efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna
dan berhasil guna.

Tukar menukar tanah milik pekon sebagaimana

dimaksud pada ayat {2] dapat dilakukan dengan

ketentuan: _

a. tukar menukar tanah milik pekon dimaksud
harus senilai dengan tanah penggantinya dan
memperhatikan nilai wajar;



b. ditetapkan dengan Peraturan Pekon tentang
Tukar Menukar Tanah Milikk Pekon; dan

¢, Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada
huruf b, ditetapkan setelah mendapat ijin dari
Bupati.

Pasal 43

Aset pekon yang ditukarkan sebagaimana dimmaksud
pada Pasal 33, Pasal 38, dan Pasal 42 dihapus dari
daftar inventaria aset pekon dan penggantinva dicatat
dalam daftar inventaris aset pekon.

Paaal 44

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai
dengan penyelesaian sertifikat tanah pekon pengganti
sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 38 dan
Pasal 42 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

(1] Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan
pengelolaan aset pekon.

2] Camat melakukan pembinaan dan pengawasan
pengelolaan aset pekon.

BAB YV
FPEMBIAYAAN

Pasal 46
Dalam rangka pelaksanaan tertih  administrasi

pengelolaan aset pekon, pembiayaan dibebankan pada
APBPekon.

BAR VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Ketentuan yang mengatur mengenai aset pekon wajib
menyvesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan
Bupati ini.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUT

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
dinndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyse memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewn
pada tanggal 7 fusius 2510

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 3 Ametuz S0IR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,
dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fagilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewn

IHSAN HENDRAWAN, 8.H

JDIH Kabupaten Pringsewn : htitp://jdih.pringsewnkab.go.id/



LAMPIRAN  ; PERATURAN BUPATI PRINGSEWLT
NOMOR

TAHUN

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PEKON TENTANG PENETAPAN
STATUS PENGGUNAAN ASET PEKQON, FORMAT BERITA ACARA DAN
KEPUTUSAN KEPALA PEKON TENTANG PENGHAPUSAN ASET PEKON,
DAN FORMAT BUKU INVENTARIS ASET PEKON

A. Format Keputusan Kepala Pekon tentang Penetapan Status Penggunaan
Aset Pelion

KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMI'UNG

KEPUTUSAN KEPALA PEKON ........ [Nama Pekon)
NOMOR ...... TAHUN

TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET PEKON

KEPALA PEKGN .............,

Menimbang : a. hbahwa penggunaan Asget Pekon digunaksn dalam
rangka mendukung penyelenggaraan FPemerintahan
Pelom ovivrievrrraivrnrranncnnen :

b. bhahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana
dimaksud dalamm huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Pekon tentang  Status
Penggunaan Asel Pekon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung;
2. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Pekon;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali  terakhir dengan Undang-Undang
Nomeor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintahk Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dena Pekon yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 21 5;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Asel Desa,

7. Peraturan Bupati Nomor ........ Tahun
tentang Pengelolaan Aset Pekoti;
8, Dst.
MEMUTUSKAN:

: Aset Pekon yang diperoleh dari kekaysan asli Pekon,

APBPekon dan perolehan lainnya vang sah dan
digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Pekon ... ... sebagaimana
dimaksud dalarn Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu

merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku
Inventaris Aset Pekon.

. Asel Pekon yang tidak langsung untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan Pekon dapat
didayagunakan dalam rangka meningkatkan
pendapatan Pekon.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .................
pada tanggal .................

KEPALA PEKON ...... , (Nama Pekon)

[(Mama Tanpa Gelar dan Pangkat)



LAMPIRAN : EEPUTUSAN KEPALA PEKON ..............(Nama Pekon)
NOMOR....... TAHUN......
TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET PEKON

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET PEKON

Asal usul Barang '
No Jenis Kaode — o berolehiam Lo Ket
- Baran Bara_n_g eKayaan eralenan T N
& Ash Pekon APRBPekon yang Sah |
I 4 3 4 | 5 6 7
{Nama Pekon] . ...... , tfanggal ..o,
KEPALA PEKON ._........(Nama Pekon)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Catatan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kalom 1 : Diisi dengan nomor wiut;
Kolom 2 © Diisi dengan jenis barang,
Kolom 3 : Diisi dengan nomor kade barang;

Kolom 4 @ Diigi dengan asal usul barang berdasarkan sumber
perolehan/pembetian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli
Pelcon,;

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber
perclehan /pembelian /pengadaan dari APBPekon;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber
perolehan /pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang
sah;

Kolom 7 : Diisii dengan lketerangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan hawah ditandatangani
oleh Kepala Pekon.




B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Pekon

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET PEKON

PEMEKINTAHFEKON ................. [Nama Pekon}
NOMOR .. rvrvee s
TAHUN
Pada ..... Tanggal ..... kami yang bertandatangan di bawah ini

selaku Pengelola Aset Pekon telah melakukan pengecekan/penelinan atas
asct Pekonberupa .. S aan S e

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/
sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat
dipergunakan untuk kepentingan penyvelenggaraan pemerintahan Pekon,
sedangkan manfaat pengunaannya untuk kepentingan menunjang
pelaksanaan penyelenggaraan pemenntah Pekon tidak seimbang dengan
bhiaya perbaikan yang akan dikeluarkan, Oteh kareng itu, aset tersebut
diusuikan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Pekon Pertahun dan
Buku Inventaris Pekon.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan
disampaikan kepada Kepala Pekon ................ (Nama Pekon] untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekon............... Ltangeal ...l
SEKRETARIS PEKON Yang Bertandatangan dibawah ini:
selaitu Pembantu
Penpgelola Aset Pekoun, Pengelola /Pengurus

Aset Pekon,



C. Format Keputusan Kepala Pekon tentang Penghapusan Aset Pekon

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA PEKON ......... {Nama Pekon)|
NOMOR ... TAHUN .........

TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK FEKON

KEPALA PEKON ......... , (Nama Mekon)

a. bahwa barang milik Pemerintah Pekon yang rusak
herat dan tidak efesien lagi penggunaannya untuk
kepentingan pcnyelenggaraan pemerintahan Pekon,
perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Pekon
Pertahun dan Buku inventaris Pekon Pemerintah

Pekon .......... ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dekon tentang Penghapusan

Aset Inventaris Milik Pekaon;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Xabupaten Pringsewu di Provinsi

Lampung;

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Pekon;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
teritang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor & Tahun 2014 tentang Pekon sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

47 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 1 Tahun

2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor ........
ceee..... tentang Pengelolzan Aset Pekon;

7. Dat.



Memperhatikan

Mcnetapkan
KESATU

Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Pekon
Pemerintiah Pekon ..... Nomor : ... Tahun ......, ;

MEMUTUSKAN:

Menghapus dari Buku Inventaris Aset Pekon Pertahun
dan Buku Inventaris Pckon Pemcrintah Pckon ..........
vang beralith kepemilikan, musnah, dan/atau hilang,
kecurian, terbakar milik Pemerintah Pekon..................
sehagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

D=t

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplian.

{Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



LAMPiRAN

KEFUTUSAN KEPALA PEKON .............[Nama Pekon)

NOMOR....... TAHUN

......

THENTANCG PENCGHAPLSAN ASET TNVENTARIS MILIK FEKON

DAFTAR ASET PERKCGN YANG DIHAFPUS

) Asal usul Barang
No Jenis Banyak nya e —— Tahun i
Barang Barang Kekayaan | AFB Fel"olehan Perolehan/ | Ket,
Asli Pekon | Lain Yang Pembelian
Pekon Sah
T 4 5 6 7 8
_E
:
f
[
Pekon............... ganggal ...
Petugas/Pengurus Barang Milik Pekon,
(o ememeeee e )
Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk
Kaolem 1
Kolom 2
Koloem 3
Kolom 4

Kolom 5
Kolom &

Kolom 7
Kolom B

Setelah diisi seluruhnya maka pada:

Pengisian

Diisi dengan normor urut;

Diisi dengan jenis barang;
iigi dengan banyaknya jumlah barang;
Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayvasn Asli

Pelkorn;

Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBPekon;
[nisi dengan asal-usul barang berdasarkan perclehan lain

yvang sah;

Tahun Perolehan/Pembcelian;

Keterangan

- kanan bawsh diisi dengan  tanggal pencatatan dan tandatangan
Petugas/Pengurus Barang Milik Pekon;

- kin hawah dketahui oleh Kepala Pekon.




IN. Format Bulky Inventarias Asst Pelon

BUKU INVENTARIS ASET PEKON

PEMERINTAH PEKON

--------------

+++++++++

TAHUN ............
Knode Lokasi Pekon & ...
Asal Usul Barang
. . Tanggal
A
No BJ;ma Kode | idenlitas Perolehen | 1:?1!' Peroleban/ | Ket.
ang | Barang | Barang | sppperon | Lain Ye “ﬁsﬁilf“m Pembelian
Sah Peicom
1 2 =3 il ) L] 7 E Q
1.
2.
3
4,
5.
MENGETAHI : Pekon............... Jtangeal ...
SEKRETARIS PEKON PETUGAS /PENGURUS

Milik Pekon,

Petunjuk Pengisian
Kode Lokasi Pekonr diisi dengan urutan Pekon pada Frovinsi, Kabupaten

dan Kecamatan;
: Diisi dengan nomor urut;

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5

Kolom &

Kolom 7

Kolom 8
Kolom 9

Selaku Pembantu Pengelola Barang

BARANG MILIK PEKON,

: Diisi dengan jeniz barang;
» Diisi dengan nomor kode barang;
: Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;

Diigi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari

" APBPekon;

Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari

_ perelehan lain yang sah;

: Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari
Aset/Kelkayaan Asli Pekon;
Diisi dengan tanggal percolehan/pembelian barang;
Diisi dengan keterangan lain yvang dianggap penting.




Rarang Milikk Pekon.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

JDIH Kabupaten Pringsewn : http:/ fjdih.pringsewukab.go.id/
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